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WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATUl^AN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 15 TAHUN 2015 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 

KOTA GORONTALO TAHUN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, setiap Daerah wajib menyusun Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah; 

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan 

penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Gorontalo dan menjadi acuan 

dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan 

Walikota Gorontalo tentang Rencana Kerja Pembangpnan 

Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I I di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5657); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomior 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 10); 

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota 

Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Nomor 11); 

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota 

Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Nomor 12); 

15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2027 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 102); 

16. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Gorontalo Tahun 2010-2030 
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(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 

Nomor 168); 

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 

Nomor 3); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG RENCANA 

KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GORONTALO 

TAHUN 2016 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo. 

6. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo. 

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

8. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang 

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan 

Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga 

Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja 

sesuai kebutuhan daerah; 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gorontalo untuk periode 

1 (satu) Tahun. 
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BAB II 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 2 

(1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 sebagai landasan 

dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 

1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2016. 

(2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Walikota ini . 

BAB III 

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 3 

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Gorontalo 

Tahun 2016 sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN 

KEUANGAN DAERAH 

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 

BAB VI PENUTUP 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Walikota Gorontalo ini mulai berlaku, Peraturan Walikota 

Gorontalo Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Kerja Pembangunan 

Daerah Kota Gorontalo Tahun 2015 ( Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014 

Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Walikota 

Gorontalo Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2014 

Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 5 f 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 25 M«i 2015 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 15 
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